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REPUBLIK INDONESIA 

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG 

HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN 

PELAYANAN PUBLIK DI KEMENTERIAN, LEMBAGA, DAN DAERAH TAHUN 2025 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, 

a. bahwa untuk menindaklanjuti amanat Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 7 

ayat 4 huruf a, maka telah dilaksanakan pe�antauan dan 

evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2025 

dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;

b. bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan 

pemantauan dan evaluasi pelayanan publik pada unit telah 

dilaksanakan proses pengolahan, validasi, dan penentuan 

akhir hasil penilaian; dan 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi 

Pelayanan Publik Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 

Lingkup Kementerian, Lembaga dan Daerah Tahun 2025.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5038);





Menetapkan 

KESATU 

KEDUA 

KETIGA 

MEMUTUSKAN: 

KEPUTUSAN MENTER! PENDAYAGUNAAN APARATUR 

NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG HASIL 

PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA 

PENYELENGGARAAN PELA YANAN PUBLIK DI 

KEMENTERIAN, LEMBAGA DAN DAERAH TAHUN 2025. 

Menetapkan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga 

dan Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Keputusan Menteri ini. 

Hasil Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud 

dalam diktum KESATU telah melalui proses pengolahan, 

validasi, dan penentuan akhir oleh Tim Evaluator. 

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 
Pada tanggal, 9 Januari 2026

MENTER! PENDAYAGUNAAN APARATUR 
ARA DAN REFORMASI BIROKRASI 
UBLIK INDONESIA, 



LAMPIRAN I 

KEPUTUSAN MENTER! PENDAYAGUNAAN 

APARATUR NEGARA DAN REFORMASI 

BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG 

HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA 

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI 

KEMENTERIAN, LEMBAGA, DAN DAERAH 

TAHUN 2025 

BASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA 

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2025 

A.KEMENTERIAN/LEMBAGA

No Instansi Indeks Kategori 
1 Badan Pusat Statistik 4.92 A 

2 Kementerian Keuangan 4.87 A 

3 Kementerian Kesehatan 4.87 A 

4 Kejaksaan Agung 4.85 A 

5 Kementerian Komunikasi dan Digital 4.80 A 

6 Tentara Nasional Indonesia 4.80 A 

7 Badan Pengawasan Obat dan Makanan 4.80 A 

8 Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan 4.80 A 

9 Kementerian Kelautan dan Perikanan 4.80 A 

10 Badan Riset Dan Inovasi Nasional 4.77 A 

11 Badan Narkotika Nasional 4.77 A 

12 Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan 4.77 A 

13 Badan Kepegawaian Negara 4.76 A 

14 Kementerian Dalam Negeri 4.76 A 

15 Kernen terian Pertanian 4.75 A 

16 Ombudsman Republik Indonesia 4.72 A 

17 Kementerian Pekerjaan Umum 4.68 A 

18 Kementerian Pemuda dan Olahraga 4.67 A 

19 Kementerian Sosial 4.66 A 

20 Komisi Pemilihan Umum 4.66 A 

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran 

21 Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran 4.62 A 

Indonesia 

22 Kementerian Pariwisata 4.61 A 

23 Kementerian Agama 4.61 A 

24 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 4.61 A 

25 Lembaga Administrasi Negara 4.59 A 































LAMPIRAN II 

KEPUTUSAN MENTER! 

PENDAYAGUNAAN APARATUR 

NEGARA 

DAN REFORMASI BIROKRASI 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 3 TAHUN 2026    

TENTANG  

HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

KINERJA PENYELENGGARAAN 

PELAYANAN PUBLIK DI 

KEMENTERIAN, LEMBAGA DAN 

DAERAH TAHUN 2025 

KATEGORI PENILAIAN HASIL 

PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2025 

INDEKS KATEGORI 

4,51-5,00 A 

4,01-4,50 A-

3,51-4,00 B 

3,01-3,50 B-

2,51-3,00 C 

2,00-2,51 C-

1,51-2,00 D 

1,01-1,50 E 

0,10-1,00 F 




